
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 50 T4HUM 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 15 
TAHUN 2006 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) 

PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006 
DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Musim 
Tanam Tahun 2006 di Wilayah Kabupaten/Kota pada bulan 
berjalan tidak mencukupi;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 17/Permentan/SR. 130/5/2006 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR. 130/12/2005 
tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 
Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 04/Permentan/SR. 130/02/2006 terjadi perubahan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;

c. bahwa berdasarkan bertimbangan pada huruf a dan b, perlu 
ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Di Jawa 
Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor3478);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlin
dungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penye
lenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 
Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pari
wisata, Dinas Pelayanan Koprasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, 
Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 



Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomonikasi, Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pari-wisata, Dinas Pelayanan Koprasi 
Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata 
Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan 
Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomonikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 
Nomor 3 Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha 
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas 
Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan
Telekomonikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejah-teraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koprasi Dan Usaha 
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas 
Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, 



Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomonikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan 
Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 
Seri D Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR. 130/12/2005 
tanggal 26 Desember 2005 tentang Kebutuhan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Perertanian 
Tahun Anggaran 2006 di Jawa Tengah ;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR 
130/5/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan Dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Peratnian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah 
Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
04/Permentan/SR. 130/02/2006.

MEMUTUSKAN :

Pasal 5

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA 
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR 
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006 DI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
15 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 15 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai 
berikut:

(1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada bulan berjalan 
tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Tim Pengawas 
Pupuk Dan Pestisida (TP3) Provinsi Jawa Tengah, 
produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di Wilayah 
yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa 
alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 
dalam 1 (satu) tahun.



(2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah Kecamatan 
pada suatu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada bulan 
berjalan tidak mencukupi, maka rekomendasi Tim 
Pengawas Pupuk Dan Pestisida (TP3) Kabupaten/Kota, 
Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah 
bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa 
alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 
dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi adalah sebagai 
berikut:

a. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi.
Pupuk UREA = Rp. 1.200,-/kg.
Pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg.
Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,-/kg.
Pupuk NPK = Rp. 1.750,-/kg.

b. Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk UREA, SP-36, dan ZA 
dalam kemasan 50 kg dan untuk pupuk NPK dalam 
kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli tunai oleh petani 
pada Kios pengecer resmi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun
dangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 10 juni 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH

MARI ON

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 50


